
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 17 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PENYTJSUNAN PETA PROSES BISMS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa dalam rangka ketatalaksanaal sebagai salah

satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi untuk

mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi,

tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan Pedoman

Penlrusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Reformasi

Birolrrasi Nomor 19 Tahun 2O18 tentang Penlrusunan

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan

Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instalsi

pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja

yang efektif antar unit organisasi untuk menghasilkan

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi

pemangku kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati terrtang Pedoman

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

b.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il darl Kotaprqia di

Sumatera Selat€n (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan trmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undaag Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Pubtik (I.€mbamrl Negara RePublik

Indonesia Taiun 2012 Nomor215, Tambahan l.€mbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O13 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 191);

2.

3.

4.

5.

6.



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1829);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dart

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Penlrusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor

411);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018

tentang Percepatan Petaksanaan Reformasi Birokrasi di

Ling]<ungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 163);

1O. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunalr Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 1O);

11. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Pemerintahan KabuPaten

Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2019 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEBATURAN BUPATI TENTANG

PEMUSUNAN PETA PROSES BISNIS

KABUPATEN MUSI RAWAS.

PEDOMAN

PEMERINTAH

BAB I

Bagian Kesatu

KE"TENTUAN UMUM

Pa8al 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,
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2.

5.

Pemerintail Katupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

Bupati adala-h BuPati Musi Rawas'

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Proses adalah serangkaial tahaPan yang mengubah

inpi meniadi uttwt.
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang

menggambarkan hubungaa kerja yang efektif dan

efrsien altar unit organisasi untuk menghasilkan

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi

agar menghasilkan keluaran yang bemilai tambah

bagi pemanglrukePentingan.

Supptier adalah unit organisasi yang menyediakan

inpu, untuk suatu Proses.

Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari

suatu proses.

Custonpr ada.lal unit organisasi yang menerima

otttput daIi suatu Proses.

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untukk memberikan

layanan kepada pengguna SPBE.

Bagian Kedua

Maksud, Ttrjuan dan Manfaat

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan

bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam

melaksanakan visi, misi tujuan dan strategi

organisasi.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

I
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(2) Tujuan penJrusunan peta Proses bisnis instansi

pemerintah, Yaitu:

a. Inst nsi Pemerintah mampu melaksanakan tuggs

dan fungsi secara efektif dan efisien;

b. Instansi Pemerintah mudah mengkomrmikasikan

baik kepada pihak intemal maupun eksrcmal

mengcnai prosce bisnis yang dilaln'lqn untuk

mencapai visi, mki, dan tujuan; dan

c. Instansi Pernerintah mcrniliki as€t Pengetahuan

yang mengintegrasikan dan mendokumcntasikan

secara rinci mengenai proscs bisnis yang

dilakukan untuk mencapai visi, migi, dan tujusn,

diflrana a8et pengetahuan ini menjadi dasar

pengambilan keputusan strategis ttrkait

pengembangan organisasi dan sumber daya

msnusia serta Penilaian kinerja.

(3) Manfaat PenJrusrman peta proscs bisnis instansi

pemerintah, yaihr agar instansi Pemerintah:

a. mudah melihat potensi masalah yang ada di

dalam pelaksanaan suatu proscs sehinga solusi

pcnycmpumaan pro:ica lebih teramh; dan

b. memiliki standar petaksanaan pekerjaan

schingga memudshkan datam mcngenda.likan

dan rnempertahankan kualitas pel'aksanaan

pekerjaan.

Pasal 3

Ruang LingkuP

Rualg lingkup pedomal penlru8unan pcta prose3 bianis

ini meliputi:

a. peta bisnis instansi pemerintab dan

b. proses bisnis Sist€m Pemerintahan Berbaeis

Elektronik.
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P4PJF KOORDINASI

BAB II

PROSES BISNIS INSTANSI PEMERIMAH DAN PROSES

BISNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Pasal 4

(1) Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah

merupaksn acuan bagi inetansi pemerintah di

lingkungafl Pemerintah Kabupaten untuk

menggarnbarkan hubungan keia yang efektif dan

efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi

agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah

bagi pemangku kePentingan.

(2) Penyusunan peta pros€s bisnis instansi pemerint€h

dilaksanakar oleh instansi pemerintah di

lingkungan Pemerintah KabuPaten;

(3) Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis

instansi pemerintah sebagaimana dimalsud pada

ayat (l), meliputi seluruh kegiata-n pada instansi

pemerintah di tingkungan Pemerintah Kabupaten

sesuai dengan rencana strategis darl rencana kerja

organisasi.

Bagian Kedua

Proses Bisnis Sistem Pemerintahaa Berbasis Elektronik

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menJrusun Proses Bisnis

berdasarkan Arsitelctur SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan peta Proses Bisnis SPBE Pemerintah

Daerah mengedepankan inovasi darr integrasi Proses

Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah.
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Pasal 6

(1) Hasil penyusunan peta proses bisnis instansi

pemerintah pada instansi pemerintah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati

c.q. Sekretads Daerah Kabupaten Musi Rawas

melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

(2) Peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), juga dilaporkan kepada

Menteri.
Pasal 7

(1) selretaris Daerah melalui Bagian organisasi dapat

melakukan pembinaan, monitoring, dan/atau

evaluasi kePada instansi pemerintah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait

penlru$unan peta proses bisnis instansi pemerintah'

(2) Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Bagian

Organisasi dapat melakukan pembinaan, monitoring,

dan/atau evaluasi kepada instansi pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

terkait proses penlrusunan peta proses bisnis

instansi pemerintah.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk

tim evaluasi yang paling sedikit terdiri atas unsur

pengawasan, p€rencarnaan' dan aparatur'

(4) Evaluasi terhadap penyusunan peta proses bisnis

instansi pemerintah ditakukan secara berkelanjutan'

Pasal 8

Penjrusunan peta proses bisnis instansi pemerintah

adatah sebagaimana tercantum dalam l'ampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB UI

KETETTTUAN I.AIN-IAIN

Pasel 9

Dalam rangka pelakanaan penyusutran pcta proses

bisnis instansi pcmcrintah, selain bcrpcdoman Pada

kctentuan yang diatrrt rlalorn Feratursn Bupati ini juga

t tep memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undanggn lain yang terkait.

BABry

KETENTUAN PENUTUP

Pasal lO

Feraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanSSFl

dirmdangkan.

Ager Bctjap orang mcngetahuinya, menerintahkan

pengundsngan Ibraturarr Bupati ini dengan

mcnempatLannya dalam B€rita Daerah lbbupatrn Musi

Rawas.

Ditetapkan di Musra Bcliti

mda tanggal t4 |/\.i 2O2O

RAWAS,

GUNAWAN

Diundangkan di Muara Bcliti

padatsnggal tS M.i 2o2o



1.1.

I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :la TaVuo 202O'I

TANGGAL : r{ f\A{r 2O2O

TENTANG : PEDOMAN PEI'IYUSUNAN

PETA PROSES BISNIS

PEMEFIINTAH KABUPATEN

MUSI RAWAS.

PEDOMAN PEI.IYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama Pelaksanaan

pembangunan nasiona.l yang bertujuan untuk melakukan perubahan

sistematik dan terencana menuju tatanan adminisrasi pemerintahaa yang

lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil

negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana darl

sistematis untuk mengubah struktur, sistem, darr nilai-nilai dalam

pemerintahan menjadi tebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efrsiensi

birolaasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi

dalam menghasilkan ouqrut dar, outoome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan

tumpang tindih antara satu unit orgaaisasi dengan unit organisasi yang lain

akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekeda. Oleh karena itu,

setiap unit organisasi memerlukan peta proaes bisnis yang mampu

menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam

mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang

mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau

database organisasi. Dengaa demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk

melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penlrusunan Peta proses bisnis

untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang

digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi'

F,qRAF IiCC]ID] i.]iS: i--'
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1.2. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi

pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi

pemerintah guna melalsanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi'

sedangkan tujuan penyrsunar peta proses bisnis agar setiap instansi

pemerintah:

a. Mampu metraksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan elisien;

b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak intemal maupun

ekstemal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi,

misi, dan tujuan;dan

c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikar dan

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan

untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, dimana as€t pengetahuan ini

menjadi dasar pengambilan keputusajt strategis terkait pengembangan

organisasi dan sumber daya manusia serta penilaial kinerja'

Adapun manfaat dari peta prose$ bisnis adalah:

a Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pel'aksaiaan suatu

proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;dan

b Memiliki standar pelalsanaan pekerjaan sehingga memudahkal dalam

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelal(sanaanpekerjaan'

1.3. Ruang Lingkup

Pen5rusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi

pemerintah. Rualg lingkup Penyusunan peta proses bisnis ini meliputi

seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan dokumen

rencana strategis dan rencana kerja organisasi.



BAB II

PRINSIP PENYT'SUNAN PETA PROSES BISMS

FenJrusunan peta proses bisnis hams memenuhi beberapa prinsiP' sebaSai

berikut:
1. Detinitif, yakni suatu proses bisnis harug memiliki batasan' masuken' scrta

keluaran Yang jelas;

2. Urutan, yalmi suatu peta ploscs bbnis harus terdiri atas aldivitas yang

bcrurutan scsuai wal6r dan ruang;

3. Pclanggan atau Pengguna layanan, yakni P€langgan akhir menerima hasil

dari proses lintas rmit organimsi;

4. Nilai tambah, yalmi traflEformasi yang terjadi dalam ptoses harus

memberikan nilai tambah pada penerioa;

5. Xetcrkaitan, yakni suatu prosca tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait

dalam suatu strulrtur organisasi;

6. Fungsi sifang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa

7.

fungsi d.lern satu organisasi;

Scderbana r€PrcscntatG yakni mewakili seluruh alrtivitas organisasi tanpa

terkecuali dan diSambarkan secara sedcrhana;dan

Konscnsua subjeldif, yalmi disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada

dalam ruang lingkup instansi Pemerintah.

PARAF EOORDII\IASI

xraroFmN | /[rr

PARAF IiOCRIIINA:\I



BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pen1rusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan

melalui 4 (empat) tahaPan, Yaitu:

3.1 Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awat penjrusunan peta Proses bisnis yaitu melakukan

inventarisasi rencana ke{a jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi'

tujuan, dan sasaran instansi pemerintah sehiagga dapat diketahui aktivitas-

aktivitas (proses keda) yang ada dalam instansi pemerintsh tersobut' Proses

ke{a/al:tivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (plda{

kegiatan. Dalam pengelompokkan seluruh a.ktivitas/proses keda/kegiatan yang

dilakukan oteh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan'

yaitu:

a Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit

organisasi;

b Pengelompokkaa didasarkan pada seturuh kegiatan/aktivitas/proses keda

yang dilakukan di dalam instansi pemerintah;dan

c Pengelompokkan dilakukan secara sederhana dan

diimpelementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaal meliputi pengumPulan informasi

dan pengorganisasian, Yaitu :

3.1.1 Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan

informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui

proses wawancara Langsung ke penanggungiawab proses' DaLam proses

wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai

tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang

digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang

bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses'

Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencsna strategie,

taporan kinerja, tugas, dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menJrusun peta proses

bisnis anta.ra lain informasi terkait dengan suPplier, inwt, proses, ou'Put, dan

c .storner.

mudah

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang

Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:
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a analisis kausat, yaitu telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau

data dan informasi yangdiperoleh;

klasilikasi proses, yaitu memilah-milah data/informasi atau fakta yang

terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung;dan

pemodelal proses, yaitu pembuatan rumuaan peta proses bisnis dengan

teknik pnggambaral alur baik secara malual maupun menggunakan

program aplikasi.

3.1.2 Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta

proses bisnis, antara lain:

a seluruh tahapan proses pen)rusunan peta proaes bisnis instansi pemerintah

dilakukan oleh kelompok keda yang terintegrasi dalam tim reformasi

birokrasi internal;dan

h secara struktural dan fungsional

instansi peme rintah dilakukan oleh

di bidang tata laksana.

tugas penlrusunan peta proses bisnis

unit organisasi yang menangani urusan

3.2 Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan ditakukan penlrusunan Peta proses bisnis organisasi

atau business process matr4ring- Untuk dapat membalgun pemetaan proses bisnis

organisasi yang rePr€sentatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman

mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran Peta proses bisnis, maka peta proses

bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level l,level 2,

dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan

lintas fungsi.

3,2.1. Penlrusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan hvel atau Tingkatal

Peta prosea bisnis instansi pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian

alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tqjuan.

Penlrusunan peta proaes bisnis dimulai dari visi, misi, dan tr.rjuan yang kemudian

diturunkan kc datam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing

peta proees bisnis yang teridentilikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam

peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis

dalam satu proaes bisnis tersebut. Jumlah level peta prosea bisnis sangat tergantung

pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis



Tahapan untuk penlrusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah

adalah sebagai berikut:

a. mengidentifrkasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan

berdasarkar mandat dari visi, misi, dan tujuan;

b. mengidentifrkasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan

analisis visi, misi, serta tujuan'

c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi

beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut'

Hirarki proses bisnis merupalan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke

aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:

Visi, Misi

Fungsi Fuogsi

I
pctr Petr L P"t
Proses Proses

Peta
Pmsea

GrEbrr I
Korrngl. P3tr ftolcr Btralr fcngguanLon LGYGI atru Thglrtrn

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan

tingkatqnnya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level l, sampai dengan peta

proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a level O

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi

pemerintah yaig terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, darl

proses bislris pendukung. Peta proses bisnis level O merupakan turunan langsung

dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalan menentukan peta proses

bisnis level O, mengacu kepada dokumen rrencana strategis organisasi, dokumen

tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang
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1) Proscs Inti

Proses inti meruPakan Proses yang menciptakan alimn nilai ute'na' Proses inti

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) berperan langeung dalam memenuhi kebutuhan p€ngguna ekatemd dsn

internal instansi Pemerintah;

b) berpengaruh l,angsung terhadap kebcrhasilafl instansi pemerintah dalam

mencapai viei, misi, dan strategi organisasi;dan

c) memberikan r€spon lanSsung terhadap Permintaan dan memenuhi

kebutuhan pengguna.

Proaes Pendukung

Proses pcndukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem

dan memastikan proces inti berjalan dengan baik' Proses pendukung memcnuhi

kriteria sebagai berikut:

a) memenuhi kebutuhan pengguna internal;dan

b) memberikan dukunggn ata8 alrtivitas pada proses inti'

Proscs Isinnya
Proses l,ainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan

proses inti namun menghasillon nilai manfaat bagi pemangku kePentingan

ekstcrnal. Proscs lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada

proses berjalsn lebih oPtimal.
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Lcvel 1

Merupakan peqiabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini
digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.

L€vel I mengarnbarkan peta proscs bisnis yang dilekt'kaq oleh unit organisasi

dan keterhubr:ngan antara satu proses dengan proses lainnya.

O.nb.t
Coltoh Pot koe.. Blr.L LYll r

L€vel Selanjutnya (kvel n)

Mcrupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1

G.DDls4
coltoh F3tr Proeo. ELDt Lvll aGfrqrutlrF (Lcrtf !l

3.2,2. Penyusunan Peta Proscs Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proscs bisnis yang digambarkan berda8arkan jenis gambar peta terdiri

atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan pcta lintas funFi. Tahapan

ditempuh untuk memetakan proses di dalam scbuah organisasi

PA&AT IOORDINESI
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jenis gambar peta ada.lah sebagai berikut:



a Identifikasikan ruang tingkup organisasi yang akan diPetakan berdasarkan

mandat dari visi, misi, dan tqiuan instansi pemerintah;

b. Analisis sasaran strategis dalam rencana strategis dan dijabarkan menjadi daftar

kegiatan;

c Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta

proses bisnis;

d Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;

e. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk men]rusun p€ta lintas fungsi

(oossfunfriondl yang menggambarkan rangkaian keda suatu proses beserta unit

organisasi;

f Untuk dapat membuat peta tintas fungsi yang jelas, maka dipedukan peta

hubungan lrelatiortship mapl yajtg menggambarkan pelalu sesuai struktur

organisasi untuk setiap sub proses yang ada;dan

g Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-/zncfionatmoPl S;tarlld'eur Operasional

Prosedur (SOP) dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa' dengan cara

bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku'

PenjeLasaa secara rinci Pen,'usunan Peta proses bisnis berdasarkal jenis gambar

peta adalah sebagai berikut:

a Peta Proses

1) Identifrkasi Peta Proses:

a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming, proses

pertama yang ha.rus diidentifikasi adalah proses inti ya-ng berhubungan

langsung dengan usala organisasi dalam memenuhi permintaan

pelanggan (atstome) atau berhubungan langsung dengaa tugas pokok dan

fungsi utama organisasi;

U Sosudah identjfrkasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses

pendukung yang terdiri dari pendukung utama ya-ng mendukung langsung

proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam

organisasi;

c) Tahapan berikutnya adalah identifrkasi proses-proses yang berhubungan

dengan persyaratan standar yang diadopsi;dan

@ Tahapan terakhir adalah merlasukkan proses yang berhubungan dengan

strategi yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam

menjalafl kan visi danmisinYa.

2) Identifrkasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit

organisasi yang terlibat didalamnya;

3,1 Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Inryt-Proess-Attput-Customer

1..,t.--,*.
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b. Peta Subproses

1) ldentifikasi peta subProses:

a) Untuk identihkasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming, Proses

pertama yang harus diidentifrkasi adalah turunan atau proses lebih teknis

dari proses inti kemudian proses pendukung, dan Proses lainnya sesuai

kebutuhan;dan
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$ f,akukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang

dilakukan sudah tercantum dalam indentifrkasi sub business proess,

apabila ada pekerjaan yang diiakukan tetapi tidak tercantum maka revisi

dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya.

Identihkasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimalsud adalah unit
organisasi yang terlibat didalamnya;dan

Gambar peta subproses dengan prinsip SuwlierJnwt-Pro@ss-Output-

Customer (SiPoC);dan

Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya

yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya,

ffil=_l
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c Peta Relasi

Peta relasi (relationship mopl adala}I peta yang menggambarkan dan

menunjukkan siapa saja pihak-pihak yartg terlibat dalam setiap proses yang

tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat

,, memahami peranan setiap pihak daLam mengerjakan suatu proses sehingga
' 

tercapai,o+tput yang ditentukan.
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Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk

membuat peta reLasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit

organisasi yaJlg terlibat didalam setiap proses dan subproses;

Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat

dalam setiap proses pada peta bisnis proses;

Pada tahap pen) rsunan peta hubunSan dapat dimungkinkan memberikan

masukan dan mengubah peta proses dan pets subproses yang telsh dibuat

sebelumnya;dan

4 lakukan finalisasi peta rel,asi yang menggambarkan Satuan Kerja (Satker)

yang terlibat dala-m setiap prosesnya.

G.Eb.r 9
cortoh FllaEiDtur! Fltr R.h.l

Peta Linta8 Fungsi

Peta lintas fungsi (cross fundional mqp) adalah peta yang

rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan

suatu prcs€s kerja.

menggambarkan

dan membentuk

(,rnuj fllilt"t



Tahapal untuk membuat peta lintas fungsi:

1) Gambarkan garis-garis horiz,ontal yang membentuk suatu baris untuk

menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses' Baris ini juga dapat

merepresentasikan peran/ rores, contohnya sebagai berikut:

'I\rliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang

berinteraksi langsung (baik internal maupr:n eslrtemal) untuk posisi paling

atas, dilanjutkan dengan unit organisasi tain yaug memiliki hubungan paling

dekat dengan pihak tersebut, contohnya sebagai berikut:

:Y

td*tifftt"i langkah kerja yang meruPakan tanggungiawab dari masing-

masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama

proses/aktivitasnya dan pemitik prosesnya dengan mengacu pada peta

hubungaa (relatiorchip mapl, contohnya sebagai berikut;

f_=l f--l

Lakukan identifikasi ulang terhadap larrgkah kerja yang tertuang dalam peta

sampa.i proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap

satuan kerja terkait, contohnya sebagai berikut:

Eselon ll EEE

B€ri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta,

contohnya sebagai berikut:
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Adapun contoh penggambaran p€ta lintas fungsi (ooss fundional maP), sebagai

berikut:

Gambar lO
contoh P.tlSgrDb.rar Fste Lllt ,3 FuEglt

3.3 Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bienis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara

fungsional membidangi tata laksana. PeneraPan peta proses bisnis meliputi:

a Pengesahan Peta Proses Bisnis

1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu meudapatkan pengesahan sebelum

diterbitkan;dan

A Menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penlmsunaa

peta proses bisnis dengan Surat Keputusan (SK).

h Pendi8tribusian Peta Proses Bisnis

1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalrui hardalry dat sofiapg;
dan

? Unit organisasi pengendali perlu menyimpan I (satu) set peta proses bisnis

induk sebagai masterlire dari sistem ketatala-ksanaan organisasi.

Penyimpanan, Penempatan, dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

1) Semua unit organisasi menempatlan peta proses bisnis pada area kerja yang

mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna;daa

A Bih t€rjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib

menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan melakukan update danglan

dokumen yang terbaru.

Perubahan Peta Proses Bisnis

1) Perubahan peta Proses bisnis organisasi dapat dilakukan katena terjadinya

perubahan arah strategis inst€nsi pemerintah (visi, misi, dan strateg0 yang

berdgmpak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta

, Leludran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;



! Adanya lrcbutuhan atau dorongan baik dari intemal maupun dari masyarakat

untuk memperbaiki kinerja pclayanan publik;

q Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;

4) Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasldan

$ Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Peta proses bisnis'

3./t Tahap Pemsntauan dan Evaluasi

Dokumen peta Pro8es bisnis merupakan peta proscs bienb dinamis yang Perlu

dievaluasi dan diPantau relevansi dan efektivitasnya' Pemantsuan dan evaluasi pcta

proses bienis dilaksanatan oleh unit organisasi yang mempunyai tuges dan frhgsi di

bidang ketatal,aksanaan Pafing sedikit I (satu) tahun sekali'

Evaluasi ata8 peta pmses bisnk yang telah diimPtrementasikan menjadi dasar

perbailGn dan peninglatan p€ta proees bisnis instansi Pem€rintah dan dilakukan

rmtuk memaatikan implcmentasi dari Proses bisnis yang ada telsh mampu mcmicu

kinerja yang diharaPkan.

Hasil evaluasi atas pcta proses bisnia di lingkungan instansi masing-masing

dilaporkan kepada Bupati Musi Rawa8 c'q' Sekretaris Daerah melalui Bagian

Organisasi Sclcetatiat Daerah Kabupaten MuEi Rawas dan diteruskan ke

Kcmenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaai Bimkrasi Republik

Indonesia scguai dengan ketcntuan Peraturan Perundar8-undargan'

RAWAS,


